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ABSTRAK 

  

               Diberlakukannya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan upaya pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia. Banyaknya wajib pajak yang tidak taat 

dalam menunaikan kewajibannya terhadap negara menimbulkan pengaruh yang besar 

terhadap pemasukan kas negara yang tentunya juga berpengaruh terhadap ekonomi, 

pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun diberlakukannya kebijakan ini, 

menimbulkan pandangan negatif di tengah masyarakat. Masyarakat memandang 

kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pandangan inilah, maka diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: Pertama, apa alasan yang mendasari diberlakukannya kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstitusionalitas 

kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan 

sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan 

pengampunan pajak ini bersifat konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas. Berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, alasan 

diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia adalah sebagai jebatan bagi 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan agar 

terjalakannya program-program dan  pembangunan di suatu negara dan yang terutama 

yaitu untuk mewujudkan dan melindungi kehidupan rakyat di suatu negara baik itu dalam 

hal kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan kehidupannya. Kedua, 

Pandangan yang mengatakan bahwasanya kebijakan pengampunan pajak ini 

inkonstitusionalitas dapat terjawab, bahwasanya kebijakan pengampunan pajak ini sejalan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana 

kebijakan pengampunan pajak ini tidak menghilangkan unsur memaksa dari pelaksanaan 

pajak itu sendiri serta juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi 

negara yang juga akan berdampak langsung kepada kesejahteraan negara dan warga 

negara. 
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